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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pendapat hakim Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu mengenai hubungan 

keperdataan antara anak dengan orang tua dari perkawinan di bawah tangan 

menurut UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak yang 

dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya karena perkawinan di bawah 

tangan tidak sah secara hukum positif. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 

ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bahwa setiap tiap perkawinan harus 

dicatatkan  menurut peraturan perundng-undangan yang berlaku. 

2. Hak-hak anak dari perkawinan di bawah tangan, bahwa perkawinan di bawah 

tangan tersebut tidak sah berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi Tiap-tiap perkawinan 

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka anak 

tersebut tidak memiliki hak apapun dari ayah biologisnya, namun pasca 

keluarnya Putusan MK No. 46/PUU/2010 terhadap persoalan anak dari 

perkawinan di bawah tangan, maka anak hasil perkawinan di bawah tangan 

mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya, antara lain biaya 

hidup, akta lahir, perwalian, hingga warisan. Karena Anak yang dilahirkan di 

luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan 
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berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut 

hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan 

keluarga ayahnya. 

B. Saran 

1. Diharapkan  kepada  masyarakat   yang  akan  melangsungkan   

perkawinan jangan melakukan perkawinan di bawah tangan, karena hal ini 

tidak menguntungkan terutama terhadap kedudukan hukum anak yang 

dilahirkan. 

2. Kepada Pemerintah agar memperketat kepada KUA  untuk  pemberian izin 

terhadap pasangan yang akan melakukan perkawinan di bawah tangan, 

dengan cara mengadakan sosialisasi ke masyarakatan melakukan pendataan 

dan mengumpulkan masyarakat yang masih belum mencatatkan perkawinan 

secara sah di KUA dengan mengupayakan untuk dilaksanakan perkawinan 

massal dan mencatatkannya di KUA. 
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